
CASCADING  KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT

T.7 : Mewujudkan Tata kelola 

organisasi 

Sasaran Strategis 7 (SS.7):

Meningkatnya tata kelola 

organisasi

Indikator:

1.                                      

2.

1.Nilai evaluasi akuntabilitas 

kinerja                                                      

2.  Persentase capaian realisasi 

fisik dan keuangan 

pelaksanaan 

program/kegiatan 
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Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta Pemenuhan Hak Anak

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Kualitas Kependudukan dan Kesetaraan Gender serta Pemenuhan Hak Anak

Persentase Organisasi 

Perempuan yang Aktif                               

Persentase OPD yang 

Menerapkan Anggaran 

Berbasis Gender

Rasio Perempuan Korban 

Kekerasan per 100.000 

Penduduk (Usia 18 Tahun ke 

Atas)

Persentase sumbangan 

perempuan dalam pendapatan 

kerja

Persentase Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA)

Persentase Organisasi Perangkat 

Daerah Provinsi yang Memiliki 

Data Terpilah
Rasio Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus per 100.000 

Anak (Usia Kandungan-18 Tahun)

Indikator: Indikator: Indikator: Indikator: Indikator: Indikator:

Meningkatnya Kualitas Hidup 

Perempuan

Meningkatnya Perlindungan 

Perempuan dari Berbagai Tindak 

Kekerasan

Meningkatnya Kualitas 

Keluarga

Meningkatnya Pemenuhan Hak 

Anak 

Meningkatnya Pemanfaatan Data 

Terpilah

T6: Mewujudkan Perlindungan 

Khusus Anak

Meningkatnya Perlindungan 

Khusus Anak

Sasaran Strategis 1 (SS.1): Sasaran Strategis 2 (SS.2): Sasaran Strategis 3 (SS.3): Sasaran Strategis 4 (SS.4): Sasaran Strategis 5 (SS.5): Sasaran Strategis 6 (SS.6):

TUJUAN

SASARAN 4 RPJMD 2016-2021

TUJUAN 5 RPJMD 2016-2021

MISI 3 RPJMD 2016-2021

Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi 

T1: Mewujudkan Kualitas Hidup 

Perempuan

T2: Mewujudkan Perlindungan 

Perempuan

T3: Mewujudkan Kualitas 

Keluarga

T4: Mewujudkan Pemenuhan Hak 

Anak

T5: Mewujudkan Sistem Data 

Gender dan Anak



Cascading Sasaran Strategis 1 (SS.1)
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Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

RATNAWILIS, A.Pi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195901181982 02001

IK : Jumlah peserta yang diusulkan penilaian 

perempuan inspiratif

IK: Persentase kelempok kerja pengarusutamaan gender yang 

aktif
IK: Persentase Perempuan Kepala keluarga yang 

telah diberikan pelatihan

IK : persentase pengurus organisasi perempuan yang 

terlatih IK: Persentase implementasikan ARG di Kabupaten/Kota
IK: Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang 

Memperoleh Pelatihan Keterampilan dan Alat Usaha

Terwujudnya penilaian perempuan inspiratif 

pemberdayaan perempuan

Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender pada OPD 

Prov. Sumbar

Meningkatnya Keterampilan ekonomi perempuan 

kepala keluarga

IK: Persentase perempuan di lembaga legislatif tingkat provinsi

IK: Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan PPRG                                            

IK: Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi
IK: Persentase Partisipasi Perempuan dalam 

Ketenagakerjaan              

Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan 

jaringan organisasi perempuan

Meningkatnya pemahaman pengerak kabupaten/kota dalam 

melaksanakan PPRG
Meningkatnya Keterampilan Usaha bagi Kelompok 

Usaha Perempuan

Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan

IK:

Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif

Persentase OPD yang Menerapkan Anggaran Berbasis Gender

Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 

dalam pembangunan Meningkatnya produktifitas ekonomi perempuan

ESS II 

ESS III 

ESS IV 



Cascading Sasaran Strategis 2 (SS.2)

IK:

Padang,      Februari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Barat

RATNAWILIS, A.Pi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195901181982 02001

Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Perlindungan 

Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan 

IK : persentase lembaga layanan perlindungan 

perempuan yang aktif

IK: Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 

yang Mendapat Putusan Hukum

IK : Persentase difasilitasinya lembag perlindungan hak 

perempuan

Meningkatnya kapasitas pengelola jejaring lembaga 

layanan perlindungan perempuan

IK : persentase lembaga pelayanan penanganan korban 

kekerasan sesuai standar

Penyelesaian kasus kekerasan perempuan yang tertangani 

dengan baik

IK : persetase penyelesaian penanganan pengaduan korban 

perempuan yang tindak lanjuti,                    IK : persentase 

perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar

IK : Persentase lembaga layanan aktif dan tidak aktif
IK : Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

Meningkatnya perlindungan Hukum dan koordinasi 

lintas sektor  Kekerasan terhadap Perempuan
Meningkatnya koordinasi lintas sektor perlindungan hak 

perempuan

Meningkatnya kualitas layanan rujukan korban kekerasan 

perempuan

IK : jumlah penyelesaian penanganan kasus tepat waktu 

sesuai Standar

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan

Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk (Usia 18 Tahun 

ke Atas)

Meningkatnya pencegahan kekerasan dalam rumah 

tangga dan TPPO

IK : Rasio kekerasan dalam rumah tangga                    IK : 

jumlah korban TPPO yang mendapat layanan

Meningkatnya Penyediaan layanan rujukan kekerasan perempuan 

sesuai standar

IK : Persentase penanganan perempuan korban kekerasan dan rujukan 

mendapatkan pelayanan sesuai standar 

Meningkatnya pelayanan informasi dan kerjasama 

penanganan korban kekerasan perempuan

ESS II 

ESS III 

ESS IV 



Cascading Sasaran Strategis 3 (SS.3)
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Meningkatnya Kualitas Keluarga

IK:

Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan 

Gender

Meningkatkan Kualitas Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan 

Kesetaraan Gender

IK: Jumlah Keluarga yang memiliki ketahanan fisik

IK: Jumlah Usaha yang dikelola perempuan
IK: Jumlah Lembaga Layanan bagi keluarga mewujudkan kesetaraan 

gender

Tersusunnya Ranperda Ketahanan Keluarga Meningkatnya Ketahanan Sosial Psikologis dan budaya

IK: Meningkatnya jumlah kebijakan tentang ketahanan keluarga IK: Jumlah keluarga yang memiliki ketahanan sosial 

psikologis dan budaya

IK:  jumlah perempuan ekonomi marjinal

Advokasi KIE Gerakan Hidup SehatMeningkatnya perempuan ekonomi mandiri

ESS II 

ESS III 

ESS IV 



Cascading Sasaran Strategis 4 (SS.4)

IK:
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Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak 

Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Meningkatnya kapasitas forum anak daerah
Pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas 

hidup anak

IK : persetase forum anak yang aktif dan dilatih,                     IK 

: Persentase forum anak yang berperan sebagai pelopor dan 

pelapor anak

IK : Persentase lembaga penyedia layanan kualitas hidup 

anak yang aktif

IK : Persentase anak yang memperoleh akte kelahiran IK : Jumlah jejaring pelembagaan pemenuhan hak anak

Meningkatnya fasilitasi informasi layak anak Meningkatnya Sekolah Ramah Anak sesuai standar

IK : Jumlah fasilitasi informasi layak anak IK : Persentase SMA Sederat yang layak anak

Meningkatnya Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

Meningkatnya pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan 

dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya 

IK : Persentase yang menginisiasi pengembangan Kabupaten/Kota 

Layak Anak

IK : persentase kabupaten/kota difasilitasi pelembagaan 

pemenuhan hak anak

Meningkatnya kepemilikan akte kelahiran anak
Meningkatnya fasilitasi penguatan jejaring 

pengarusutamaan hak anak (PUHA)

ESS II 

ESS III 

ESS IV 



Cascading Sasaran Strategis 5 (SS.5)
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IK:  jumlah lembaga penyedia data dan informasi terpilah IK : Media publikasi yang digunakan

Meningkatnya Advokasi Pengelolaan Sistem  Data Gender dan 

Anak 

IK: Persentase kab/kota yang memiliki dan memanfaatkan Data 

Gender dan Anak

Peningkatan kapasitas pengelola data gender dan anak
Pelaksanaan Sistem informasi on line perlindungan 

perempuan dan anak (Simfoni PPPA) dengan baik

IK: Jumlah SDM teknis  terlatih data terpilah di masing-masing OPD
IK : Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak yang dilaporkan

 Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data Informasi 

Gender dan Anak

Peningkatan layanan publikasi data dan informasi 

gender dan anak

Meningkatnya pengumpulan dan pengelolaan data gender dan anak 

yang akurat
Terwujudnya analisis dan penyajian data yang akurat

IK : Tersedianya jumlah data gender dan akan terpilah

IK : Persentase organisasi perangkat daerah menyusun profil 

data terpilah

Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah

IK:

Persentase OPD Provinsi yang Memiliki Data Terpilah

ESS II 

ESS III 

ESS IV 



Cascading Sasaran Strategis 6 (SS.6)
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IK : Persentase anak berkebutuhan khusus (ABK),  

yang terlayani                                                   IK : 

Persentase anak penyandang disibilitas

IK : jumlah anak korban kekerasan,                                     

IK : Jumlah anak sebagai pelaku kekerasan

Meningkatnya Koordinasi antar  Lembaga dan 

Organisasi Masyarakat melalui jejaring 

kelembagaan secara berkelanjutan

Meningkatnya koordinasi lintas sektor perlindungan 

anak

Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak 

(Usia Kandungan-18 Tahun)

Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak

IK:

IK : Persentase pemenuhan sarana prasarana pendukung                                                                                 

IK : Persentase penyelesaian SPJ sesuai aturan keuangan

IK : persentase anak yang berhadapan dengan 

hukum

IK: jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang 

aktif

IK : persentase lembaga layanan terhadap anak yang 

aktif

Meningkatnya pengelolaan administrasi untuk mendukung 

peningkatan kualitas layanan korban kekerasan

Meningkatnya kualitas layanan rujukan korban kekerasan 

terhadap anak

IK : jumlah penyelesaian penanganan kasus tepat waktu 

sesuai Standar

Meningkatnya Penyediaan layanan rujukan kekerasan terhadap 

anak sesuai standar

IK : Persentase penanganan anak korban kekerasan dan rujukan 

mendapatkan pelayanan sesuai standar 

Menurunnya anak berhadapan dengan hukum

Meningkatnya kapasitas Lembaga Layanan  Anak 

Berkebutuhan khusus dan Disibilitas

Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap 

anak 

IK: Persentase lembaga layanan anak aktif

Meningkatnya pelayanan informasi dan kerjasama 

penanganan terhadap anak korban kekerasan

IK : persentase lembaga pelayanan penanganan korban 

kekerasan sesuai standar

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak yang 

tertangani dengan baik

IK : persetase penyelesaian pengaduan terhadap anak yang 

tindak lanjuti, dan IK : persentase anak korban kekerasan 

ditangani dan dilayani sesuai standar

Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Perlindungan 

Khusus Anak Menurunnya kekerasan terhadap anak

IK : Prevalensi kekerasan terhadap anak

ESS II 

ESS III 

ESS IV 



Cascading Sasaran Strategis 7 (SS.7)

57.89474
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Meningkatnya tindak lanjut 
temuan pemeriksaan 
 
IK: Persentase temuan 
pemeriksaan yang dapat 
ditindaklanjuti 

Meningkatnya pejabat ASN yang mengisi 
LHKPN/LHKASN 
 
IK: Persentase pejabat di organisasi yang 
mengisi LHKPN/LHKASN 

Meningkatnya kualitas perencanaan 
dan pelaporan organisasi 
 
IK:  
1. Persentase kesesuaian dokumen  
perencanaan dan penganggaran 
  
2. Waktu penyampaian laporan 

Meningkatnya kualitas penatausahaan 
keuangan  
 
IK: Persentase penurunan kesalahan hasil 
verifikasi keuangan 

Meningkatnya  kualitas pelayanan 
internal organisasi 
 
IK:  Tingkat kepuasan terhadap layanan 
yang diberikan organisasi 

Meningkatnya 
pengelolaan sarana 
prasarana 
 
IK: 1. Persentase barang 
milik daerah dalam 
kondisi baik 
2. Persentase 
pemenuhan kebutuhan 
sarana prasarana 
pendukung kinerja 

 
 
Meningkatnya  ketepatan waktu 
penyampaian dokumen perencanaan dan 
pelaporan organisasi 
 
IK:  1. Persentase dokumen perencanaan 
yang disampaikan tepat waktu 
2. Persentase dokumen pelaporan yang 
disampaikan tepat waktu 
 
 
 

Meningkatnya pengawasan internal 
organisasi 
 
IK: Persentase penurunan temuan 
pemeriksaan terhadap organisasi 

 
Meningkatnya 
pelayanan administrasi 
kepegawaian  
 
 
IK: Persentase usulan 
kenaikan pangkat, 
usulan pensiun, usulan 
KGB yang diproses tepat 
waktu   

Meningkatnya pengelolaan 
administrasi keuangan 
 
IK: Persentase SPJ yang disampaikan 
paling lama 5 hari setelah bulan 
berkenan 

Meningkatnya tata kelola organisasi 
IK : 

1.Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 
2.  Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan 

program/kegiatan  
 

Meningkatnya kesesuaian pertanggungjawaban 
keuangan  
IK: 1. Persentase SPJ yang administrasinya lengkap 
2. Persentase SPJ yang sesuai dengan aturan 
penatausahaan keuangan 

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja 
organisasi 
 
IK: Nilai pelaporan kinerja  yang 
dievaluasi oleh inspektorat 

Ketersedian data 
kepegawaian yang 
akurat 
 
IK Persentase 
ketersediaan data 
kepegawaian  

ESS II 

ESS III 

ESS IV 


